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Abstract  

Implementation of public information disclosure policy in the Public Information and 
Documentation Office (PPID) of Serang City. Public information disclosure in Indonesia is 
governed by the Public Information Transparency Act (UU KIP) Number 14 of 2008, and in the 
PPID of Serang City, it is implemented to fulfill the rights of public officials to carry out their 
roles transparently. The study adopts a quantitative approach with 70 respondents as the 
sample, and data is collected through questionnaires. The implementation policy model used 
is Merilee S. Grindle's model, which includes content of policy and context of policy variables. 
Data analysis is conducted using multiple linear regression, coefficient of determination, T-
test, and F-test. Based on the research results using VOSviewer 1.6.16 software with Scopus 
database, it was found that there is a significant influence between the content and context of 
policy variables on the implementation of public information disclosure policy. The content of 
policy variable plays the most dominant role with an influence rate of 99%, while the context 
of policy variable has an influence rate of 84.83%. 

Keywords:  Policy Implementation, Public Information Disclosure, policy content, policy 

context 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar dampak variabel isi dan konteks 
kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Serang. Keterbukaan informasi publik di 
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Indonesia diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 
Tahun 2008, dan di PPID Kota Serang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki 
oleh pejabat publik dalam menjalankan peran mereka secara transparan. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 70 responden sebagai sampel, dan data 
dikumpulkan melalui kuesioner. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model 
Merilee S. Grindle, yang mencakup variabel konten kebijakan dan konteks kebijakan. Analisis 
data dilakukan dengan regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Dari 
hasil penelitian menggunakan perangkat lunak VOSviewer 1.6.16 dengan database Scopus, 
ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel isi dan konteks kebijakan 
terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Variabel konten kebijakan 
memainkan peran paling dominan dengan tingkat pengaruh sebesar 99%, sedangkan 
variabel konteks kebijakan memiliki pengaruh sebesar 84,83%.. 

Kata kunci: Keterbukaan informasi publik, Implementasi kebijakan, Variabel konten 
kebijakan, Variabel konteks kebijakan. 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Kebijakan adalah suatu tindakan 

yang memiliki karakteristik relatif 
stabil dan dirancang dengan tujuan 
agar dapat diadopsi dan dijalankan 
oleh individu atau kelompok dalam 
mengatasi suatu permasalahan. 
Kebijakan ini berfokus pada 
implementasi dan tindakan nyata 
yang dilakukan, bukan hanya pada ide 
atau niat semata (Anderson, 2003). 
Proses kebijakan dan implementasi 
kebijakan melibatkan beberapa aktor 
dan jenis sumber daya (input). 
Lindqvist (2019) mengemukakan 
aktor dengan bantuan sumber daya 
melalui tindakan dan interaksi 
(throughput) menghasilkan output 
berupa layanan atau tindakan lain 
yang berorientasi pada kelompok 
sasaran kebijakan, dan output berupa 
efek terhadap masalah yang ditangani 
kebijakan tersebut. Implementasi juga 
merupakan proses interaksi antara 
tujuan dan tindakan (Pülzl & Treib, 
2017) Selanjutnya Schofield (2004) 
mengatakan bahwa implementasi 
adalah tentang kontinum tindakan-
kebijakan, tentang interaksi dan 
negosiasi antar aktor: antara mereka 
yang ingin mengimplementasikan 

kebijakan, dan mereka yang 
bergantung pada tindakan tersebut. 

Berbagai pendekatan how to 
proceed dan decesion making dalam 
implementasi kebijakan memiliki 
fungsi penting terkait bagaiamana 
suatu kebijakan publik diterapkan 
pada masyarakat (Anthony J. Cortese 
ST, 2004).  Pada tahap ini, pembuat 
kebijakan dan pelaksana memiliki 
rencana mengenai langkah-langkah 
yang harus diambil dan tugas-tugas 
yang harus diselesaikan. Namun, 
karena implementasi kebijakan publik 
tidak dapat diprediksi dengan pasti, 
proses tersebut tidak memiliki 
batasan yang jelas dalam 
penyelesaiannya. Sebagai hasilnya, 
aktivitas implementasi dapat 
berlangsung dalam berbagai waktu 
dan kondisi yang berbeda. 
Implementasi kebijakan informasi 
publik, sesuai dengan definisi yang 
tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 UU 
Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan 
bahwa informasi publik adalah data 
atau pengetahuan yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, ditransmisikan, 
dan diterima oleh badan publik. 
Informasi ini erat kaitannya dengan 

*)Penulis Korespondensi 
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fungsi dan tugas badan publik lain 
yang diatur oleh undang-undang, 
serta mencakup informasi lain yang 
relevan dengan kepentingan publik. 

Keterbukaan informasi publik 
merupakan tugas yang harus diemban 
oleh badan publik sebagai bagian dari 
pelaksanaan fungsi pemerintahan. 
Lingkup badan publik mencakup 
lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, 
dan instansi penyelenggara yang 
menerima dana dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang 
berasal dari pemerintah pusat atau 
daerah. Kewajiban ini juga berlaku 
bagi organisasi non-pemerintah, baik 
yang berbentuk badan hukum 
maupun yang tidak berbentuk badan 
hukum.. 

Keterbukaan informasi 
memungkinkan partisipasi aktif 
masyarakat dalam berbagai kebijakan 
publik. Ini berkontribusi secara positif 
dalam menciptakan tata 
pemerintahan yang bersih dan efektif 
karena pemerintah dan badan publik 
diwajibkan untuk memberikan 
informasi yang jelas, transparan, dan 
dapat dipertanggungjawabkan 
mengenai kegiatan mereka. Hak untuk 
mendapatkan informasi publik, 
terlibat dalam proses pembentukan 
kebijakan publik, kebebasan 
berekspresi termasuk kebebasan 
pers, dan hak untuk mengajukan 
keberatan atas penolakan hak-hak 
sebelumnya, semuanya merupakan 
hak masyarakat yang harus dihormati 
dan dilindungi. Keterlibatan aktif 
masyarakat dalam proses kebijakan 
publik ini sangat penting untuk 
mencapai pemerintahan yang lebih 
partisipatif dan berpihak pada 
kepentingan publik secara luas. 

Dalam rangka mencapai good 
governance, penting untuk 

mengimplementasikan keterbukaan 
informasi publik karena good 
governance tidak dapat terwujud 
tanpa adanya kepastian terhadap 
keterbukaan informasi publik. 
Efektivitas keterlibatan dan 
partisipasi masyarakat dapat 
ditingkatkan dengan adanya jaminan 
keterbukaan informasi publik. 
Keterbukaan informasi publik 
memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk turut berperan 
aktif dalam proses pembentukan 
kebijakan publik. Selain itu, hal ini 
juga akan meningkatkan mekanisme 
pengawasan publik terhadap 
pelaksanaan pemerintahan (Susila 
Wibawa, 2019). Dengan adanya 
transparansi informasi, masyarakat 
memiliki akses yang lebih luas untuk 
memahami dan memberikan masukan 
yang relevan terhadap kebijakan 
publik, serta memiliki kesempatan 
untuk mengawasi dan mengevaluasi 
tindakan pemerintah secara lebih 
efektif. Hubungan antara 
pemerintahan daerah dengan 
paradigma good governance 
didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia 
tentang kepemerintahan yang Baik 
Nomor 101 Tahun 2000. Peraturan 
tersebut memberikan arahan dan 
pedoman bagi pemerintahan daerah 
untuk menerapkan prinsip-prinsip 
good governance dalam pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab mereka. 
Konsep good governance menekankan 
transparansi, partisipasi, 
akuntabilitas, dan efektivitas dalam 
pengelolaan pemerintahan, dan 
peraturan tersebut menetapkan 
bahwa pemerintahan daerah di 
Indonesia diharapkan untuk 
mengadopsi dan menerapkan prinsip-
prinsip tersebut dalam praktiknya. 
Untuk mencapai kondisi 
pemerintahan yang baik, diperlukan 
pemerintahan daerah yang bersifat 
demokratis, transparan, responsif, 
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efektif, efisien, berwawasan strategis, 
dan berwawasan lingkungan, serta 
akuntabel. 

Dalam Modul Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, J.B. Ghartey menyatakan 
bahwa terdapat berbagai pertanyaan 
yang harus dijawab terkait sistem 
akuntabilitas. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut mencakup hal-hal yang harus 
diungkapkan dalam 
pertanggungjawaban, alasan 
pengajuan pertanggungjawaban, 
penerima pertanggungjawaban, 
penanggung jawab berbagai aspek 
kegiatan masyarakat, kesesuaian 
pertanggungjawaban dengan 
kewenangan, dan pertanyaan-
pertanyaan yang relevan (BPKP, 2007 
diakses pada 30 Januari 2022).  

Akuntabilitas publik muncul 
dari asas bahwa pejabat publik diberi 
wewenang untuk mencapai tujuan 
dengan memanfaatkan sumber daya 
yang tersedia. Oleh karena itu, 
diharapkan bahwa pejabat publik 
akan menegakkan akuntabilitas 
mereka kepada rakyat. Namun, fakta 
bahwa masih banyak pejabat yang 
belum memenuhi tugas mereka 
dengan bertanggung jawab, dan kasus 
korupsi serta tindakan kejahatan 
terhadap pejabat lainnya menjadi 
bukti konkret akan kenyataan ini. 
Kejadian tersebut menyebabkan 
rakyat memiliki masalah kepercayaan 
(trust issue) terhadap pejabat publik. 
Rakyat akan dengan mudah menilai 
sejauh mana para pejabat publik 
mampu menjalankan pekerjaan 
mereka dengan akuntabilitas yang 
tinggi. Ketika pejabat publik tidak 
mampu mempertanggungjawabkan 
tindakannya secara transparan, 
seringkali masyarakat mengecam dan 
mengkritik pemerintah yang tidak 
menjalankan tugas dan fungsinya 
dengan efektif. Ketika banyak 
pemimpin yang mengecewakan 

rakyat, maka aksi demo akan 
dilakukan. 

Menurut laporan dari 
Kompas.com pada 20 Januari 2022, 
terdapat tuduhan terhadap pejabat 
Dinas Kesehatan Banten yang diduga 
menyuap masker senilai Rp 1,6 miliar 
dengan selisih harga masing-masing 
Rp 220.000. Terdakwa juga dituduh 
melakukan manipulasi data harga 
satuan sebesar 15.000 unit saat 
penyusunan APBD. Penggunaan dana 
tersebut diduga tidak bertanggung 
jawab dan digunakan untuk 
memperkaya diri sendiri dan pegawai 
negeri lainnya. Dalam Undang-
Undang tentang Keterbukaan 
Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 
2008 menjadi harapan bagi para 
advokat transparansi di berbagai 
sektor, terutama di sektor publik. UU 
KIP dianggap sebagai kesempatan 
yang baik untuk mencapai 
pemerintahan yang bertanggung 
jawab sesuai dengan prinsip-prinsip 
good governance (Kristiyanto, 2016). 
Undang-undang ini mengatur 
kebebasan dalam mengelola informasi 
publik sesuai dengan peraturan 
daerah masing-masing. 

Sebagai otoritas publik, 
Pemerintah Kota Serang diharapkan 
aktif dalam menyampaikan informasi 
mengenai kegiatan dan program 
pemerintahan kepada warga yang 
membutuhkan informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal 
ini bertujuan untuk mencapai 
pemerintahan yang bertanggung 
jawab sesuai dengan amanat 
pemerintahan yang baik. Tugas 
Pemerintah Kota Serang adalah 
berperan aktif dalam mewujudkan 
akuntabilitas publik yang diinginkan 
oleh masyarakat Kota Serang. 
Informasi mengenai hal ini juga dapat 
diakses melalui perpustakaan sebagai 
sarana penyebaran informasi kepada 
masyarakat. 
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Dalam prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik, keterbukaan 
informasi memainkan peran utama 
dan sangat penting untuk mencapai 
penyelenggaraan pelayanan publik 
yang unggul dan efektif. Hak atas 
keterbukaan informasi yang dijamin 
oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dan lebih lanjut diatur oleh 
Undang-Undang tentang Keterbukaan 
Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 
2008 menjadi dasar yang 
memperkuat kemampuan pemerintah 
dalam menjalankan fungsinya dengan 
memberikan pelayanan publik yang 
transparan, efektif, efisien, dan 
akuntabel. Implementasi prinsip 
keterbukaan informasi dalam 
pelayanan publik diharapkan dapat 
menciptakan good governance 
(Ahmadi et al., 2019; Susila Wibawa, 
2019). 

Implementasi keterbukaan 
informasi kini telah mengikuti 
perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi. Penggunaan sistem 
informasi berbasis internet menjadi 
sarana utama untuk memberikan 
akses informasi secara langsung 
kepada masyarakat (Windyaningrum, 
2018). Dampak dari penerapan 
keterbukaan informasi secara 
elektronik di berbagai negara 
dipengaruhi oleh sejumlah faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal 
mencakup ukuran kota, penerbitan 
obligasi daerah, karakteristik 
keuangan, tingkat visibilitas di 
Internet, tingkat e-government, dan 
berbagai aspek politik yang beragam. 
Sementara itu, faktor eksternal 
meliputi tingkat pendapatan warga, 
tingkat pendidikan, partisipasi sosial 
politik, kemauan politik, dan tingkat 
pendapatan warga (Barako, 2007; 
Serrano-Cinca et al., 2009). Dalam 
seluruh provinsi di Indonesia, Komite 
Informasi dan masyarakat memiliki 

tanggung jawab untuk memahami dan 
memanfaatkan mekanisme 
pengaduan, dengan tujuan untuk 
mengurangi jumlah sengketa 
informasi dan membantu pihak-pihak 
untuk memahami kebijakan, 
termasuk penegak kebijakan 
(Muhaimin, 2018; Pambayun, 2017).   

Koga (Koga, 2003) dan Safaria et 
al. (Safaria et al., 2019) telah 
menyoroti pentingnya menciptakan 
supremasi hukum dan meningkatkan 
tingkat informasi bagi warga negara, 
serta memberikan nilai tambah pada 
informasi yang disajikan oleh 
pemerintah. Mereka menyatakan 
bahwa implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik tidak 
hanya berfokus pada bagaimana 
pemerintah mengelola dan 
menyajikan data kepada publik, tetapi 
juga melibatkan kemampuan publik 
untuk mengakses dan menggunakan 
data tersebut dengan baik. Hal ini 
menekankan pentingnya aspek 
partisipatif dan kemampuan 
masyarakat dalam memahami dan 
memanfaatkan informasi yang 
disajikan oleh pemerintah 

Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik adalah hasil dari 
inisiatif dan penyelenggaraan oleh 
pihak publik, yang dalam proses 
perumusannya melibatkan partisipasi 
publik dan juga melibatkan publik 
dalam tahap implementasinya. Tujuan 
UU KIP menekankan pada pelayanan 
dan pemberdayaan warga sebagai 
"pemilik perahu" (Denhardt & 
Denhardt, 2003). Namun, meskipun 
kebijakan keterbukaan informasi 
publik sudah diimplementasikan, 
belum mencapai tingkat maksimal 
karena beberapa indikator 
menghambat pelaksanaan kebijakan 
tersebut (Ahsan et al., 2019; 
Nawangsari & Sari, 2019; Ula et al., 
2022).  
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Dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Estevez et al. (2010) dan Lee 
(2010) menyatakan bahwa budaya 
politik dan administratif dapat 
menjadi ancaman terhadap sistem 
informasi yang mengelola informasi 
sensitif atau pribadi oleh pemerintah 
tanpa izin. 

Selanjutnya, Zuiderwijk & 
Janssen (2014) menekankan bahwa 
dalam perancangan sistem informasi 
publik, tiga dimensi penting yang 
harus dipertimbangkan adalah 
informasi, kontrol pribadi, dan 
pengaruh, serta perlu dilakukan 
evaluasi agar sesuai dengan 
kebutuhan warga. 

Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Grimsley & Meehan (2007) dan 
Thakor (2015) menyatakan bahwa 
dalam mengembangkan sistem 
informasi publik yang efektif, faktor-
faktor seperti sumber daya manusia, 
infrastruktur teknologi, partisipasi 
masyarakat, pengawasan, dan 
sosialisasi sangat berperan dalam 
meningkatkan kesadaran dan 
kepuasan terhadap kepatuhan 
peraturan keterbukaan informasi. 

Penelitian mengenai kebijakan 
keterbukaan informasi yang 
dilakukan oleh Zhang et al. (2016) 
menggarisbawahi kemajuan China 
dalam hal transparansi dan 
pengungkapan informasi. 

Selanjutnya, Fagotto (2006) dan 
Lubis et al. (2018) menyoroti 
pentingnya faktor-faktor seperti 
sumber daya manusia, infrastruktur 
teknologi, partisipasi masyarakat, 
pengawasan, dan sosialisasi dalam 
meningkatkan kesadaran dan 
kepuasan terhadap kepatuhan 
peraturan keterbukaan informasi. 

Yang terakhir penelitan yang 
dilkakukan oleh Bingham (2008), 
Carolan (2016), Carter & Bélanger 

(2005) mengungkapkan bahwa 
keterbukaan informasi dapat memiliki 
efek transformatif, yakni memberikan 
manfaat seperti menginformasikan, 
mencerahkan, dan menyemangati 
masyarakat, namun juga dapat 
menimbulkan kerugian besar atau 
menghambat operasional pemerintah. 
Oleh karena itu, diperlukan 
pendekatan yang dinamis dan 
interaktif dalam penyebaran 
informasi 

Berdasarkan latar belakang  
tersebut, terdapat banyak penelitian 
yang telah dilakukan mengenai 
kebijakan keterbukaan informasi. 
Namun, jumlah penelitian yang 
mengkaji pengaruh implementasi 
kebijakan keterbukaan informasi 
publik dengan menggunakan model 
implementasi Merilee S. Grindlee 
masih terbilang jarang. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan analisis 
bibliometrik dengan bantuan 
software VOSViewer berdasarkan 
database Scopus tahun 2017-2022. 
Penggunaan kata kunci "implementasi 
kebijakan" dan "keterbukaan 
informasi publik" terbatas pada 
subbidang ilmu sosial dalam bahasa 
Inggris menunjukkan bahwa masih 
belum banyak penelitian yang telah 
dilakukan berdasarkan kata kunci 
yang digunakan.  

Penelitian ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor 
dominan yang berperan dalam 
mempengaruhi keberhasilan 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi publik di Kota Serang. 
penulis menggunakan Model 
implementasi Merilee S. Grindle 
(Grindle, 2018) melibatkan dua 
variabel utama, yaitu konten 
kebijakan dan konteks kebijakan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk memahami faktor-faktor kunci 
yang dapat memengaruhi hasil 
implementasi kebijakan keterbukaan 
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informasi publik, khususnya di tingkat 
Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di Kota Serang.  

 
Gambar 1 Overly Visualisasi 
Implementasi Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik 

Sumber: Data diolah dari software 
VOSviewer 1.6.16 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, Metode 
yang digunakan adalah metode 
deskriptif kuantitatif sebagai 
pendekatan untuk mengumpulkan 
dan menganalisis data. Metode 
kuantitatif ini melibatkan data dalam 
bentuk numerik dan analisis statistik. 
Filosofi yang mendasari metode ini 
adalah positivisme, yang berfokus 
pada pengujian hipotesis dan 
penelitian terhadap populasi atau 
sampel tertentu. Data dikumpulkan 
menggunakan alat penelitian yang 
sesuai, dan analisis statistik 
digunakan untuk mengolah data yang 
bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2016). 
Metode deskriptif kuantitatif ini 
bertujuan untuk memberikan 
gambaran yang jelas dan terukur 
tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi 
kebijakan keterbukaan informasi 
publik di tingkat Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi di Kota 
Serang.  

Penelitian ini mengambil 
populasi seluruh pegawai Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Induk dan Pembantu di Kota 
Serang. Jumlah partisipan penelitian 
sebanyak 86 orang, yang terdiri dari 1 
Kepala Sekolah PPID, 1 Wakil 
Sekretaris PPID, 32 Wakil Atasan 
PPID, 24 Asisten PPID, serta 29 Staf 
Sekretariat PPID. Teknik sampling 
yang digunakan adalah Krijcie panel 
sampling, di mana jumlah populasi 
antara 80 hingga 86 orang, dan 
peneliti memilih 70 responden 
sebagai sampel penelitian. Data 
dikumpulkan menggunakan 
kuesioner, dan analisis data yang 
dilakukan menggunakan regresi 
linier, koefisien determinasi, uji T, dan 
uji F dengan bantuan program SPSS 
24.0. Kebaruan (novelty) dari 
penelitian dievaluasi menggunakan 
software VOSviewer 1.6.16 dengan 
menggunakan database Scopus.. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

ANALISIS REGRESI LINIER 

Dalam analisis regresi linier, 
didapatkan koefisien konstanta 
sebesar 0,479, yang mengindikasikan 
bahwa ketika nilai variabel 
independen konten Kebijakan (X1) 
dan Konteks Kebijakan (X2) adalah 0, 
maka nilai penerapan kebijakan 
pengungkapan (variabel dependen) 
sebesar 0,479. Ini menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh positif 
antara konten Kebijakan dan Konteks 
Kebijakan terhadap penerapan 
kebijakan pengungkapan, dengan 
asumsi variabel-variabel lainnya 
konstan dalam model analisis regresi. 

Hasil analisis regresi 
menunjukkan bahwa koefisien regresi 
untuk variabel konten Kebijakan (X1) 
sebesar 0,997, menandakan bahwa 
jika variabel independen lainnya 
dianggap tetap dan konteks politik 
(X2) mengalami peningkatan, maka 
implementasi kebijakan keterbukaan 
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informasi akan meningkat sebesar 
0,997. Koefisien ini menunjukkan 
adanya pengaruh signifikan antara 
konten kebijakan dengan 
implementasi pengungkapan. 

Sementara itu, koefisien regresi 
untuk variabel Konteks Kebijakan 
(X2) sebesar 1,001, yang berarti jika 
variabel independen lainnya diamati 
konstan dan konten Kebijakan (X1) 
mengalami peningkatan, maka 
implementasi kebijakan 
pengungkapan akan meningkat 
sebesar 1,001. Koefisien ini juga 
menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan antara konteks politik dan 
implementasi kebijakan 
pengungkapan. 

Hasil analisis regresi ini 
memberikan pemahaman tentang 
pentingnya kedua variabel, yaitu 
konten Kebijakan dan Konteks 
Kebijakan, dalam mempengaruhi 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi publik. 

KOEFISIEN DETERMINASI 

Koefisien determinasi adalah 
sebuah indikator yang 
menggambarkan sejauh mana variasi 
variabel dependen dapat dijelaskan 
oleh variasi variabel independen 
dalam analisis regresi. Dalam 
penelitian ini, nilai koefisien 
determinasi yang disesuaikan adalah 
0,999. Hal ini mengindikasikan bahwa 
sebanyak 99% variasi dalam 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi dapat dijelaskan oleh 
hubungan antara variabel konten 
Kebijakan (X1) dan Konteks Kebijakan 
(X2). Sebagian sisanya, sekitar 1%, 
kemungkinan dipengaruhi oleh 
variabel-variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model analisis. 

Nilai tinggi dari koefisien 
determinasi menunjukkan bahwa 
variabel Konten Kebijakan dan 

Konteks Kebijakan memiliki pengaruh 
yang signifikan dan sangat penting 
dalam menjelaskan variasi dalam 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi. Dengan demikian, 
penelitian ini menegaskan bahwa 
faktor-faktor ini berperan dominan 
dalam pengaruh terhadap hasil 
implementasi kebijakan 
pengungkapan. 

Berdasarkan hasil uji-t pertama, 
diperoleh nilai t-hitung untuk variabel 
konten Kebijakan (X1) sebesar 
246,870, yang jauh lebih besar dari 
nilai 𝑡tabel sebesar 1,996, hal ini 
menunjukkan bahwa variabel Konten 
Kebijakan (X1) memiliki pengaruh 
positif yang signifikan terhadap 
penerapan kebijakan pengungkapan 
publik, sebagaimana diindikasikan 
oleh koefisien yang memiliki tanda 
positif. 

Sementara itu, hasil uji-t kedua 
menunjukkan bahwa nilai 𝑡hitung untuk 
variabel Konteks Kebijakan (X2) 
adalah 84,836, yang juga jauh lebih 
besar dari nilai ttabel sebesar 1,996 
atau dalam persamaan matemtika 
(84.836 > 1.996 ttabel), dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000<0,05. 
Selain itu, uji F untuk variabel konten 
Kebijakan dan Konteks Kebijakan 
menunjukkan nilai sebesar 463,51, 
yang jauh lebih besar dari nilai F-tabel 
sebesar 3,285. Hasil ini menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh yang 
bersamaan antara konten Kebijakan 
(X1) dan Konteks Kebijakan (X2) 
terhadap penerapan kebijakan 
keterbukaan informasi. 

Dengan demikian, kedua 
variabel, yaitu Konten Kebijakan dan 
Konteks Kebijakan, memiliki 
pengaruh yang signifikan secara 
independen dan bersamaan terhadap 
implementasi kebijakan 
pengungkapan publik dalam 
penelitian ini. 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
KETERBUKAAN INFORMASI 
PUBLIK DI KOTA SERANG  

Berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan SPSS 24.0 dalam 
penelitian mengenai implementasi 
kebijakan keterbukaan informasi 
publik di PPID Kota Serang dengan 
menggunakan teori implementasi 
Merilee S. Grindle, ditemukan bahwa 
model yang ditentukan oleh Konten 
kebijakan dan konteks kebijakan 
merupakan faktor penting dalam 
penelitian ini. 

Hasil analisis menunjukkan 
bahwa implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi di PPID Kota 
Serang memiliki skor rata-rata 
sebesar 99,00 per indikator kebijakan. 
Hal ini menandakan bahwa penerapan 
kebijakan saat ini lebih didominasi 
oleh variabel konten kebijakan 
dibandingkan dengan konteks politik 
yang memiliki skor rata-rata sebesar 
84,83%. 

Melalui model implementasi 
kebijakan yang diperkenalkan Merilee 
S. Grindle, terdapat dua variabel untuk 
menganalisa kebijakan keterbukaan 
informasi yaitu konten kebijakan dan 
konteks kebijakan. Pada variabel 
konten kebijakan, dipengaruhi oleh 
beberapa hal diantaranya: 

1. interest affected mengacu 
pada sejumlah kepentingan 
yang terlibat dalam 
penerapan suatu kebijakan. 
Dalam konteks penerapan 
kebijakan keterbukaan 
informasi publik oleh PPID, 
berbagai kepentingan 
seperti tugas PPID yang 
dilaksanakan sesuai 
Peraturan undang-undang 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik No.14 
Tahun 2008, menjadi aspek 
yang penting. Penerapan 

kebijakan ini bertujuan 
untuk memastikan bahwa 
pelaksanaan PPID tidak 
hanya untuk kepentingan 
pejabat semata, tetapi juga 
sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada 
masyarakat. Hal ini 
mencerminkan prinsip good 
governance yang diadopsi 
oleh pemerintah dan 
menjadi tolok ukur 
kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah 
Konsep transparansi dan 
akuntabilitas saling 
berhubungan, dimana 
akuntabilitas berfungsi 
sebagai instrumen 
pengendalian dalam 
pelayanan publik dan perlu 
disampaikan secara 
transparan kepada publik 
melalui akses informasi dan 
keterbukaan. Akuntabilitas 
ini berperan penting dalam 
menjaga 
pertanggungjawaban kepada 
masyarakat terkait dengan 
penerapan kebijakan 
keterbukaan informasi 
publik (Hermansyah et al., 
2018).   

2. Type of Benefits. Sebuah 
kebijakan harus memberikan 
beragam jenis manfaat yang 
dapat berkontribusi 
terhadap terciptanya 
dampak positif dalam 
implementasi kebijakan 
tersebut. Beberapa manfaat 
yang dihasilkan antara lain: 
pertama, menumbuhkan 
aspirasi masyarakat; kedua, 
memberikan rasa 
kepercayaan kepada 
masyarakat; ketiga, 
memberikan pemahaman 
tentang aktivitas yang 
dilakukan oleh pejabat 
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pemerintah; keempat, 
memberikan solusi bagi 
berbagai permasalahan; 
kelima, berperan dalam 
mewujudkan good 
governance; dan keenam, 
mengurangi penyimpangan 
dan pelanggaran yang 
dilakukan oleh aparat 
pemerintah. Meskipun 
pelaksanaan kebijakan 
keterbukaan informasi 
publik memerlukan biaya 
yang tinggi, namun manfaat 
yang dihasilkan sangat luas 
dan bermanfaat, seperti 
peningkatan kinerja yang 
baik, distribusi informasi 
yang komprehensif, 
sosialisasi rencana dan 
kinerja, serta informasi 
anggaran. Temuan ini 
didukung oleh beberapa 
studi yang dilakukan oleh 
Echave & Bhati (2010), 
Hermalin et al. (2007), dan 
Lansky (2002). 

3. Extent of Change Envision. 
Sejauh mana perubahan 
yang diinginkan dari sebuah 
kebijakan memiliki skala 
yang terdefinisi dengan jelas 
merupakan hal penting 
untuk dipertimbangkan. 
Implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi 
publik memberikan 
pemahaman kepada 
masyarakat agar selalu 
memantau jalannya 
pemerintahan, dan juga 
memungkinkan koordinasi 
yang baik antara pemerintah 
dan masyarakat dalam 
menyelenggarakan 
pemerintahan. 

4. Site of Decision Making. 
Kedudukan Pembuat 
kebijakan memegang peran 
sentral dalam pelaksanaan 

suatu kebijakan, termasuk 
dalam proses pengambilan 
keputusan dan pelaksanaan 
kebijakan tersebut. Pejabat 
Publik Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) sebagai 
pembuat keputusan yang 
terpusat berperan sebagai 
sumber informasi bagi 
masyarakat dan 
melaksanakan pelayanan 
informasi sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan. PPID juga 
memiliki prosedur standar 
operasional yang 
memudahkan penggunaan 
informasi, serta sebagai 
pelaksana program yang 
memahami konten kebijakan 
dan menyampaikan 
informasi yang valid sesuai 
dengan program yang 
dijalankan. 

5. Program implementor, yaitu 
pihak yang bertanggung 
jawab sebagai pelaksana 
suatu kebijakan atau 
program, harus memiliki 
integritas yang tinggi, 
memiliki kompetensi yang 
sesuai, mengemban beban 
kerja yang ditentukan, serta 
bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugasnya. 
Kebebasan informasi 
diharapkan mendorong 
semangat demokratisasi 
dengan menawarkan 
kebebasan dan tanggung 
jawab informasi yang luas. 
Selain itu, komitmen 
pemimpin, budaya birokrasi, 
dan kesadaran warga negara 
juga menjadi faktor penting 
dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi 
publik. Penting untuk 
mempertimbangkan konteks 
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latar belakang, tujuan, dan 
manfaat dalam menyediakan 
kebebasan dan aksesibilitas 
informasi untuk 
memfasilitasi pemahaman 
masyarakat dan mendorong 
dukungan warga 
(Muhammad Irwan Nur 
Hamiddin, SE. & Dr. Patta 
Rapanna, SE., 2020)  

Pada variabel konteks 
kebijakan, terdapat dua faktor utama 
yang mempengaruhinya. Faktor 
pertama adalah kekuasaan, 
kepentingan, dan strategi dari aktor 
yang terlibat dalam kebijakan 
tersebut. Dalam implementasi 
kebijakan keterbukaan informasi 
publik, peran dan kepentingan para 
aktor yang terlibat menjadi aspek 
penting yang harus diperhitungkan. 
Keterbukaan informasi publik akan 
membantu kepala daerah dalam 
pelaksanaan kebijakan karena 
dukungan dan keterlibatan pihak-
pihak yang berkepentingan. Tingkat 
kepatuhan dan respon dari pelaksana 
kebijakan juga memiliki peran penting 
dalam proses implementasi kebijakan, 
terutama untuk mereka yang tertarik 
dengan keterbukaan informasi publik. 
Fungsi partisipasi para pihak terkait 
juga memiliki pengaruh dalam 
menentukan arah dan dukungan dari 
aktor-aktor yang memiliki kekuasaan 
terkait kebijakan tersebut. 

 
Kedua, adalah karakteristik 

lembaga dan rezim yang berkuasa. 
Pelaksanaan suatu kebijakan 
dipengaruhi oleh lingkungan di mana 
kebijakan tersebut dijalankan. Kepala 
daerah memiliki peran yang krusial 
dalam menentukan kebijakan dan 
keterbukaan informasi publik dapat 
menjadi dukungan bagi kepala daerah 
dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut. Tingkat kepatuhan dan 
respon dari pelaksana kebijakan juga 

penting dalam proses implementasi, 
dan peran kepala daerah memiliki 
peran dalam menentukan 
pelaksanaan kebijakan dan 
mempengaruhi pelaksana kebijakan. 
Selain itu, pelaksana kebijakan juga 
merespons setiap pelanggaran yang 
terjadi terkait keterbukaan informasi. 

Secara keseluruhan, dua faktor 
utama yang mempengaruhi konteks 
kebijakan adalah kekuasaan, 
kepentingan, dan strategi dari aktor 
yang terlibat, serta karakteristik 
lembaga dan rezim yang berkuasa. 
Peran kepala daerah memiliki peran 
sentral dalam implementasi 
kebijakan, dan keterbukaan informasi 
publik memainkan peran kunci dalam 
mendukung pelaksanaan kebijakan. 
Tingkat kepatuhan dan respon dari 
pelaksana kebijakan juga memiliki 
pengaruh dalam kesuksesan 
implementasi kebijakan. 
 
KESIMPULAN 

Implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik di PPID 
Kota Serang dipengaruhi oleh dua 
variabel utama dari model Merilee S. 
Grindle, yakni variable konten 
kebijakan dan konteks kebijakan. 

Konten kebijakan memegang 
peranan yang sangat penting karena 
keterbukaan informasi publik 
merupakan wujud 
pertanggungjawaban pemerintah 
kepada masyarakat, berdasarkan 
prinsip-prinsip good governance. 
Keterbukaan informasi publik 
memiliki peran transformasional 
dalam menciptakan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan 
mengurangi praktik penyelewengan 
serta pelanggaran oleh aparat 
pemerintah. Manfaat dari 
keterbukaan informasi publik 
meliputi pembangunan aspirasi 
masyarakat, memberikan rasa 
kepercayaan kepada masyarakat, 
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menawarkan solusi, serta 
meningkatkan kinerja, distribusi 
informasi yang komprehensif, dan 
efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. 

Pada variabel konteks kebijakan, 
karakteristik lembaga dan rezim yang 
berkuasa berperan penting dalam 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
Peran kepala daerah juga menjadi 
faktor kunci dalam menentukan dan 
melaksanakan kebijakan, dan 
keterbukaan informasi publik 
mempengaruhi proses pelaksanaan 
kebijakan tersebut. Tingkat 
kepatuhan dan respon dari pelaksana 
kebijakan juga menjadi faktor yang 
mempengaruhi implementasi 
keterbukaan informasi publik. Oleh 
karena itu, konteks di mana kebijakan 
diimplementasikan dan peran kepala 
daerah menjadi elemen kunci dalam 
mengoptimalkan pelaksanaan 
keterbukaan informasi publik. 

Secara keseluruhan, 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi publik di PPID Kota Serang 
sangat dipengaruhi oleh interaksi 
antara konten kebijakan dan konteks 
kebijakan. Keterbukaan informasi 
publik dipandang sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah 
kepada masyarakat dan menjadi tolak 
ukur kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah. Keberhasilan 
implementasi keterbukaan informasi 
publik memerlukan dukungan dan 
keterlibatan aktor-aktor terkait, serta 
peran penting dari kepala daerah 
dalam proses penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan.. 
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